RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD)
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

PENGUMUMAN
NOMOR : 100/Setdakab/01/23/2024

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dengan ini
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2023 kepada segenap warga
masyarakat serta dunia usaha mengenai capaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Tahun 2023 sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

2 Indeks Pembangunan Manusia 67,89 70,48 2,59

1

2. | Angka Kemiskinan 7,04 737 0,33
3. | Angka Pengangguran 4,96 4,61 -0,35
4. | Pertumbuhan Ekonomi 5,35 5,18 -0,17
5. | Pendapatan Per Kapita 1.06 1121 0.061
6. | Ketimpangan Pendapatan 0,317 0,311 -0,006

B. CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR
Capaian kinerja urusan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal kabupaten
bolaang mongondow terdiri dari:

Pendidikan 1. Tingkat partisipasi warga negara 73,16 73,14
usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam PAUD

2. Tingkat partisipasi warga negara 92,75 94,62
usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan
dasar

3. Tingkat partisipasi warga negara 76,20 78,47
usia 13-15  tahun  yang
berpartisipasi dalam pendidikan
menengah pertama

4. Tingkat partisipasi warga negara 27,63 2,34
usia 7-18 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar
dan menengah yang
berpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan




Kesehatan

Rasio daya tampung RS terhadap
jumlah penduduk

0,87

1,02

Persentase RS Rujukan Tingkat
Kabupaten/Kota yang
terakreditasi

100

68,42

Persentase Ibu Hamil
mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Ibu Hamil

90,08

86,70

Persentase Ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan

85,35

73,35

Persentase bayi baru lahir
mendaptkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir

88,48

76,81

Cakupan pelayanan kesehatan
balita sesuai standar

79,16

98,65

Persentase anak usia pendidikan
dasar yang mendapatkan
pelayanan  kesehatan sesuai
standar

80,06

82,21

Persentase orang usia 15-59
tahun mendapatkan skrinning
kesehatan sesuai standar

82,23

44,30

Persentase warga negara usia 60
tahun keatas mendapatkan
skrinning  kesehatan  sesuai
standar

98,49

98,52

10.

Persentase penderita hipertensi
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

74,39

77,69

11.

Persentase penderita Diabetes
Melitus

71,27

91,20

12.

Persentase ODG] berat yang
mendaptkan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai standar

62,70

96,66

13.

Persentase orang terduga TBC
mendapatkan pelayanan TBC
sesuai standar

100

100

14.

Persentase orang dengan resiko
terinfeksi HIV  mendapatkan
pelayanan deteksi dini HIV sesuai
standar

73,56

89,93

Pekerjaan Umum
Penataan Ruang

dan

Rasio luas kawasan permukiman
rawan banjir yang terlindungi
oleh infrastruktur pengendalian
banjir di WS kewenangan
kab/kota

100

100

Rasio luas kawasan permukiman
sepanjang pantai rawan abrasi,
erosi, dan akresi yang terlindungi
oleh infrastruktur pengamanan
pantai di WS kewenangan
kab/kota

16,66

16,66

Rasio luas daerah irigasi
kewenangan kabupaten/kota
yang dilayani oleh jaringan
irigasi

68,13

69,03

Persentase jumlah rumah tangga
yang mendaptkan akses terhadap
air minum melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan jaringan
perpipaan terlindungi terhadap
rumah tangga di seluruh
kabu/kota

71,14

68,57




Persentase jumlah rumah tangga
yang  memperoleh  layanan
pengolahan air limbah domestik

59

56.67

Rasio kepatuhan IMB kab/kota

100

100

N

Tingkat Kemantapan  Jalan
Kabupaten/Kota

72,13

55,31

Rasio tenaga operator / teknis /
analisis yang memiliki sertifikat
kompetensi

3,02

11,69

Rasio proyek yang menjadi
kewenangan pengawasannya
tanpa kecelakaan konstruksi

100

100

Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Hunian untuk penyediaan dan
rehabilitasi rumah layak huni
bagi korban bencana
kabupaten/kota

81,81

100

Fasilitasi hunian penyediaan
rumah  layak  huni  bagi
masyarakat terdampak relokasi
program pemerintah
kabupaten/kota

100

100

Persentase kawasan
permukiman kumuh dibawah 10
ha di kab/kota yang ditangani

68,31

71,05

Berkurangnya jumlah unit RTLH
(Rumah Tidak Layak Huni)

3,51

3,16

Jumlah perumahan yang sudah
dilengkapi PSU  (Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum)

3,09

100

Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat

Persentase Gangguan Trantibum
yang dapat diselesaikan

100

100

Persentase Perda dan Perkada
yang ditegakkan

100

100

Jumlah warga negara yang
memperoleh layanan informasi
rawan bencana

100

78,76

Jumlah warga negara yang
memperoleh layanan
pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana

0,12

0,11

Jumlah warga negara yang
memperoleh layanan
penyelamatan dan  evakuasi
korban bencana

100

100

Persemtase pelayanan
penyelamatan dan  evakuasi
korban kebakaran

100

100

Waktu tanggap (response time)
penanganan kebakaran

69

23

Sosial

Persentase (%) penyandang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar
dan gelandangan pengemis yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di
luar panti (indikator SPM)

100

100

Persentase korban bencana alam
dan sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya pada saat
dan setelah tanggap darurat
bencana daerah kabupaten/kota

100

100




C. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN HASIL OPINI ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.7-6646
Tahun 2023 Tanggal 21 Desember 2023, Kabupaten Bolaang Mongondow berhasil
mendapatkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan skor
kinerja 3,0528 dan status kinerja sedang

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 6.A/LHP/XIX.MND/05/2023 Tanggal 8 Mei
2023, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2022

D. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2023 yang disajikan masih menggunakan data unaudited karena untuk hasil opini 2023
belum dirilis.
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5.1

5.1.01
5.1.02
5.1.04
5.1.05
5.1.06

Pendapatan Daerah 1.081.580.849.460 1.088.935.635.989,91 | 100,68
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 58.546.186.131 69.847.019.829,91 | 119,30
Pajak Daerah 37.566.521.391 48.618.898.979 | 129,42
Retribusi Daerah 13.991.341.895 12.504.563.525 | 89,37
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 2.800.264.020 2.882.571.278,10 | 102,94
dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah 4.188.058.825 5.840.986.047,81 | 139,47
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 58.546.186.131 69.847.019.829,91 | 119,30
Pendapatan Transfer 1.013.752.960.986 1.010.359.168.262 | 99,67
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 969.150.647.345 966.689.945.265 | 99,75
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA 801.271.737.345 798.811.035.265 | 99,69
PERIMBANGAN

Dana Insentif Daerah (DID) 0 0 0
Dana Desa 152.964.788.000 152.964.788.000 100
Insentif Fiskal 14.914.122.000 14.914.122.000 100
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 167.878.910.000 167.878.910.000 100
PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

Pendapatan Transfer Antar Daerah 44.602.313.641 43.669.222.997 | 9791
Pendapatan Bagi Hasil 44.602.313.641 43.669.222.997 | 9791
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR 44.602.313.641 43.669.222.997 | 97,91
DAERAH

TOTAL PENDAPATAN TRANSFER 1.013.752.960.986 1.010.359.168.262 | 99,67
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 9.281.702.343 8.729.465.898 | 94,05
SAH

Pendapatan Hibah 495.580.000 342.325.200 | 69,08
Lain-lain  Pendapatan  Sesuai  dengan 8.786.122.343 8.387.140.698 | 95,46
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH 9.281.702.343 8.729.465.898 | 94,05
YANG SAH

JUMLAH PENDAPATAN 1.081.580.849.460 1.088.935.653.989,91 | 100,68
BELANJA DAERAH 1.175.821.783.648 1.099.597.450.263 | 93,52
BELANJA OPERASI 774.991.183.993 09.078.331.784 | 91,50
Belanja Pegawai 41.475.258.523 409.574.045.733 | 92,77
Belanja Barang dan Jasa 306.410.880.494 273.338.916.141 | 89,21
Belanja Subsidi 211.500.000 211.500.000 100
Belanja Hibah 25.515.769.726 25.058.344.460 | 98,21
Belanja Bantuan Sosial 1.377.775.250 895.525.450 65
JUMLAH BELANJA OPERASI 774.991.183.993 709.078.331.784 | 91,50
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5.3.01
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6.1
6.1.01

6.2
6.2.02

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

JUMLAH BELANJA MODAL

BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA

BELANJA TRANSFER

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan
JUMLAH BELANJA TRANSFER
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Sebelumnya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Penyertaaan Modal Daera

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

175.668.930.555
25.000.000
42.134.114.644
71.944.541.695
58.553.858.374
2.791.635.842
219.780.000
175.668.930.555

9.530.881.100
9.530.881.100
9.530.881.100

215.630.788.000
5.156.000.000
210.474.788.000
215.630.788.000
1.175.821.783.648
(94.240.934.188)

94.240.934.188
94.240.934.188
94.240.934.188

94.240.934.188

=]

94.240.934.188

165.619.436.669 | 94,28
0 0
41.255.703.219 | 97,92
69.553.872.247 | 96,68
51.822.906.987 | 88,50
2.771.954.216 | 99,29
215.000.000 | 97,83

165.619.436.669 | 94,28
9.268.894.810 | 97,25
9.268.894.810 | 97,25
9.268.894.810 | 97,25

215.630.787.000 100
5.155.999.000 100
210.474.788.000 100
215.630.787.000 100
1.099.597.450.263 | 93,52
(10.661.796.273,09) | 11,31

94.243.020.911,73 100
94.243.020.911,73 100
94.243.020.911,73 100

94.243.020.911,73 100

0 0
0 0
0 0

94.243.020.911,73 100

83.581.224.638,64 0

E. INOVASI DAERAH
Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 memiliki beberapa inovasi daerah yang diprakarsai

oleh perangkat daerah untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan
informasi secara luas terhadap pelaksanaan tugas yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Inovasi Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No Pelaksana Inovasi Inovasi Daerah Keterangan
Daerah
1. | Dinas Pariwisata dan | SIPAMONG (Sistem Informasi | Menginformasikan
Kebudayaan Pariwisata dan Budaya di | destinasi wisata dan
Bolaang Mongondow budaya di Bolaang
Mongondow
2. | Kecamatan Poigar Forum Layanan Inovasi Mediasi | Membantu ~ Pemerintah

dan Informasi Tanahku

Daerah dalam melakukan
mediasi kepada
Masyarakat yang memiliki
sengketa tanah,
memberikan edukasi dan
informasi tentang hukum
Agraria serta melakukan
inovasi dalam hal data
tanah di desa.




No

Pelaksana Inovasi
Daerah

Inovasi Daerah

Keterangan

Badan Kepegawaian
Pendidikan dan
Pelatihan

Sisterm Informasi Manajemen
Presensi Absensi dan Kinerja
(SIMPAK)

Sebagal sarana merekam
kehadiran dan aktifitas
kerja ASN untuk
meningkatkan kualitas
kinerja  organisasi  di
lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Bolaang
Mongondow.

Kecamatan
Sangtombolang

Sikola  Masyarakat
Tangguh  Bencana
BERGUNA)

Belajar
(SIMAS

Sebagai media edukasi
secara non formal kepada
masyarakat  Kecamatan
Sang Tombolang untuk
meningkatkan
kesiapsiagaan masyarakat
dalam menghadapi
bencana dan untuk
mencapai kinerja
menurunnya resiko dan
dampak  bencana di
Kecamatan Sang
Tombolang

Dinas Perkebunan

Layanan Informasi dan Manfaat
Interkoneksi (LIMI) Agribisnis
Perkebunan

Untuk meningkatkan
kemudahan akses dan
kualitas layanan informasi
dan sumber daya dan
teknologi tepat guna
dalam mengelola
agribisnis Perkebunan

Diinas Pendidikan

DI - AJAR (Digitalisasi Merdeka
Belajar)

Dalam rangka pemulihan
pembelajaran untuk
meningkatkan kualitas
pendidikan Pada Satuan
Pendidikan di Kabupaten
Bolaang Mongondow

Bagian Ekonomi dan
SDA Setda

SIAPGAS (Sistem Informasi Data
Pengendalian Harga Sembako)

Memudahkan
Pengumpulan data
sembako, untuk
kebutuhan pengendalian
inflasi daerah

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

PUSPAGA (Pelayanan Rutin
Konseling Calon Pengantin,
Calon Keluarga)

Memberikan  konseling
bagi calon rumah tangga
baru terutama penyuluhan
social dan  kesehatan
untuk penanganan
stunting daerah

Dinas Perdagangan
Perindustrian dan SDM

Produk Turunan Buah Nenas

Pengembangan sektor
UMKM di bidang pertanian
dan pemberdayaan
kelompok tani khususnya
petani Nenas

10.

Inspektorat Daerah

ABSENSI ONLINE

Sistem yang digunakan
untuk evaluasi kehadiran
APIP Irda Bolmong
berbhasis digital.




No | Pelaksana Inovasi Inovasi Daerah Keterangan
Daerah
11. | Inspektorat Daerah E-KINERJA Sistem yang digunakan
untuk melakukan evaluasi
kinerja APIP Bolmong
berbasis digital.

12. | Inspektorat Daerah KEDAI KOPI Sistem yang digunakan
untuk melakukan
konsultansi
pendampingan dan
investigasi untuk
pengendalian internal
13. | Inspektorat Daerah SIMPATIKHAPI Sistem yang digunakan
untuk informasi
pemantauan tindak lanjut
hasil pengawasan APIP
14. | Inspektorat Daerah AKSELERASI (Analisa Kinerja | Meningkatkan mekanisme
SKPD Terintegrasi) penilaian dan kontrol
terhadap kinerja
perangkat daerah.
15. | Dinas Penanaman SERPIU (Service Point Izin Memudahkan akses bagi
Modal dan PTSP Usaha) Masyarakat pengguna
perizinan di pelosok desa
maupun kecamatan.

Kami menyadari disamping capaian keberhasilan sebagaimana tabel-tabel tersebut diatas, maka
harus diakui bahwa di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 masih terdapat
capaian target kinerja yang belum tercapai, hal tersebut menjadi catatan bagi kami untuk senantiasa
mengadakan koreksi/perbaikan kedepan sedangkan mengenai keberhasilan yang telah kita capai,
kesemuanya itu merupakan hasil kerja keras kolektif komponen masyarakat Bolaang Mongondow.
Oleh karena itu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala bantuan, dukungan
dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi
motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang
Mongondow.

Untuk keterangan lebih lanjut tentang Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (RLPPD) TAHUN 2023 dapat diperoleh melalui Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ]l. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak
Kode Pos 95761.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima
kasih.

Lolak, 2 Maret 2024




